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inbang . & bahwa bardasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 471,
rangonl 31 Mai 2001, perihal Penyampaian Rancangan
Paraturan Masrah Vahlmat‘ﬂn Ratang tahun 2004 tentang
Panatapan  Fesion r‘-'lmld iata llsaha SMP; SMA dan SMK
! cqeiis maka guna mendapatkan Per*ehuuan Dewan perlu

T dilakukan pemhahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ahupaten Batang |

4, bohwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang
schagaimana dimaksud huruf a diatas telah dibahas menurut
tingkat Pamhicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya
iartuang rialam 1 aparan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus
Nomer © 92 / DPRD.Pansus / XI / 2004, tanggal 2 Nopember
2004 tentang  Pambahasan Rancangan Peraturan  Daerah
Penctapan Fselon Kepala Tata Usaha SMP; SMA dan
50K Hegmi, sarta telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Datang tanggal 22 Nopember 2004 untuk

dapat ditctapkon menjadi Peraturan Daerah |

-, bLohwa Parsctujuan Dowan  Perwakilan Rakyat Daerah
Vaburaten Batang terhadan Penetapan Rancangan Peraturan
CDaerah fenfang anw-mn Feeion Kepala Tata Usaha
SHE, SHMA dan SHMK Hegeri tersehut, perlu ditetapkan
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dengan  Keputusan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kahunaten Batang. :
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Undang - undang Nomor @ © tahun 1365 tentang Pembentukan
Daerah linakat 11 Ratang (L embaran Negara RI tzhun 1965
Womer &7, iambahan | embaran Negara R1 Nomor 215700

Undang Undang Nomor 8 ‘tahun 1274 tenlang Pokok-pokok
Kenegaweion { Lembaran Megara Rl Tahun 1974 Nomor 55,
iambohan i ambaran Wagara RT Momor 3041 )

Undany Undang Nomor 42 Tshun 1999 tentang Perubahan
~lan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pkok Kepagawaian (I ambaran Negara RT Tahun 1999 Nomor
iAY, tamiahan | emmbaran Negara RI Nomar 3890 ) ;

Undany WUndang Momor 20 Tshun 2003 tentany Sistem
pandidilian Nasional (1 ernbaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor
78, Tarphahan | smbaran Negara R] Nomor 4301 ) ;

Undang  Undang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembentukan
Paraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik
Indonasia | ahun 2004 Momor 53 Tambahan Lembaran Negara
papublik ndamasia Nomor 4389);

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Megara Rl Tahun 2001 Nomor 123,
|anibahan | embaran Negara BRI Nomor 4437 ) ;

Perainan Pemerintah Nomor : 21 tahun 1988, tentang
Uorphahar Ratas Wilayah Kotamadya Daerah  Tingkat, II
Peknafonaan dan  Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
{( lambaran Nagara Rl tahun 1988 Nomor 472 Tambahan
Lenibaran Negara RI Nomor 33281 ) ; ’

Peraturan Pemarintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah otonom ( | embaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54,
Iambahan | embaran Negara Rl Nomor 3952 ) ;

Paraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
2003 Nomor 14, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4262 )

Poraturan  Pomerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan , Pemindahan, dan Pemberhentian
pegaval Negan Sipil { | embaran Negara RI tahun 2003 Nomor
i3 1ambahan lembaran Negara Rl Nomor 4263 ) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor :
21 tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan
Produk - produk Hukum Daerah ; :
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. Kepulucan Minenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

M)/ K S MLDAN 4 /2003 tentang Penetapan Fselon Kepala
‘ala Lleaha sekolah | anjutan Tingkat Pertama dan Sekolah
Munm,uldh i lnmm

13, Keputucan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
NRKEP/M 1AN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata
tsaha Sekolah Menangah t’n]uruan Negeri ;

Pmuhnun Dasrah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Pembentul@n Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Ninas Kahupaten Batang ( lembaran Daerah Tahun 2000
Nomar 31 San D No. 24 ) ;

Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang

Nomer © L2 thhun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakvat r‘aprah Kahupaten Batang masa jabatan

tahun 2004 - 7009,
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MEMUTUSHKAN

&P L‘TU’“ﬁ.E" DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KARL P ATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
DEMMAMTLAM RAMYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
1???%!’,? P PEMETAPAN  RAMCAMNGAN  PERATURAN
DAERAH MEMIADT PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN

X ais

2004 TENTANG PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA

SEMOLAM MEMENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAN
TAS DAM SFKOLAH MENFNGAH KEJURUAN MEGERL '

A-.v

h {,

13-

PERTAMA . Peraturan Dacrah tersebut diktum menetapkan meliputi Kepala
I'ata lsaha Sekolah Menengah Partama / Sekolah Menengah Atas
Megeri Fselon ¥.a dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri selon [V, b

EDUA . Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

’ ) METIGA : unmsan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Disakkan di Batang 5

pada tanggal 23 HMHeopember 2004
KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HARUPATEN BATANG
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